POL!TBK HUKUM P!DANA DAN POLITIK PEMIDANAAN

Oieh %)r H ’I‘eguh Samudera, S.H.,, M H.

Féhdahuluaﬁ

" Indonesia sebagal negara hukum, memiliki bermacam-macam peraturan

i'11"L'ﬂ<inﬁ,’ salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

i “(KUHP)" yang dwunakan untuk mencatm berbagai macam tindak pldfma

+"Masalah hukum pidana sangat kompleks sehingga sulit bagi orang awam
“untuk mengerti dan memilah-milah pasal-pasal yang mengatur suatu

kasus hukum. Hal ini sering membingungkan bagi orang awam saat

___terlibat dalam suatu kasus hukum oleh karenanya aparat penegak hukumlah
yang h«nus membantu masyarakat yvang terlibat dalam suatu kasus
hukum

Baomn yang penting dalam penegakan hukum pidana adalah pemulihan
kembali dampak kejahatan. Hukum pidana (materiil dan formil) tidak
menjadikan pemulihan dampak kejahatan sebagai bagian dari substansi
penegakan hukum pidana sehingga tidak menjadi bagian integral dalam
hukum pidana (materiil dan formil). Persoalan pemulihan dampak kejahatan
dalam hukum pidana merupakan persoalan yang terkait dengan funda-
mental hukum pidana dan pemidanaan yakni terkait dengan landasan

filsafat dari sistem hukum pidana dan pemidanaan dalam suatu negara.

Sistem hukum pidana Indonesia belum menjadikan sepenubnya

pemulihan dampak kejahatan sebagai bagian substansi dari sistem hukum

pidana nasional sehingga pemulihan dampak kejahatan tidak menjadi
sasaran/fokus materi hukum pidana yang penting.

Hukum pidana yang berlaku sekarang, adalah pemulihan dampak
kejahatan sebagai simbolik dalam penyelenggaraan hukum pidana,
konsekuensinya kepentingan pemulihan dampak kejahatan diatur secara
tidak langsung dan bersifat abstrak. Jika ada ketentuan hukum pidana
yang mengatur pemulihan dampak kejahatan bersifat parsial yang tidak
memiliki alas teori dan filsafat hukum pidana sehingga menjadi sulit
untuk ditegakkan dalam praktik penegakan hukum pidana.

Makalah disampatkan pada Rapat/Diskusi Pokja Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan di

BPHN.
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Hukum Pidana
~Pengertian hukum pidana secara tradisional adalah “Hukum yang

'_memuaz peratur an-peratieran yang mengandung keharusan dan larangan
“terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa

. _badan i I_l

Penﬂeztmn hm adaldh “‘Hukum pza‘ana adalah peraturan hukum

':5.temang pzdcma Kata "pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu

-';-_"h_al yang dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada seorang oknum

-sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak dilimpahkan

“uisgehari-hari.

I . ._P_r'c.)_'f. Di Moeljaﬁm, S.H..[2] menguraikan berdasarkan dari pengertian
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istitah hukum pidana bahwa “Hukum pidana adalah bagian dari
keselurihan lutkum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan
dasar—dasar dan aturan-aturan untuk:

o 2v  Menentukan per‘buatan—perbuafcm yang tidak boleh dilakukan, yang
- dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana
| tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;

3. Meneniukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar
larangan-larangan it dapat dikenakan ataw dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah diancamkan;

A Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar
larangan tersebut*.

“ Berkenaan dengan pengertian dari hukum pidana, C.5.T. Kansil
Juoa memberikan definisi sebagai berikut:{3]

“Hukwm pidana adalah hukion yang mengatur pelanggaran-pelanggaran
dan kejahatan-kejaharan rerhadap kepentingan wmum, perbuatan yang
diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau
siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana ity bukanlah
suaty hukum yang mengandung norma-norma bary, melainkan hanya
mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap
norma-norma hukum mengenai kepentingan umum’”
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i Adapun yanﬁ texmasuk kepentmcrau umum memuut C S.T Kansal adalah:

"a) ‘Badan perataran perundangan negara, sepert; neﬁaia lembaﬂa lembaga -
- ' ‘negara, pejabat negara, pegawai negeri, undano undang, peraturan -

..__pemermtah dan sebaoamya

_"-;kehormatan dan hak milik/harta benda.

e -Demﬂuan Juga hukum sebagai lembat’ra mfisymak'\.t berperan dalam -
'-_-'_'_masyamkat maka ada hukum yang berperan pasif dan ada pula hukam -
- yang berperan aktif. Hukum yang berperan pasif adalah bahwa tumbuh

- dan berkembangnya hukum bergantung dari tumbuh dan berkembangnya

. masyarakat. Hukum yang berperan demikian itu adalah hukum kebiasaan

- -dan hukum adat, jadi masyarakatlah yang menentukan tumbuh dan
-'berkembangz_xya hukam.

Hal tersebut sesuai dengan ajaran Mazhab Sejarah Hukum dari

Von Savigny sebagaimana dikutip oleh Bachsan Mustofa dalam bukunya
Sistem Hukum Indonesia Terpadu,[4] hukum yang berperan aktif adalah
~bahwa tumbuh dan berkembangnya hukum tidak bergantung pada tumbuh

dan berkembangnya masyarakat, Bahkan hukum itu dapat berfungsi

_ Zsebaom alat untuk melakukan perubahan dalam masyarakat, yaitu
* mengubah pola pikir masyarakat tradisional menjadi pola pikir masyarakat
m_ocl__en_l. Hukum yang berfungsi demikian itu adalah hukum yang tertulis,
yang disebut hukum undang-undang. Jadi hukum undang-undang itu
sebagai alat untuk mengubah pola pikir tradisional menjadi pola pikir
“modern.

Teori hukum yang berkenaan dengan itu, dikutip dari Bachsan
Mustofa. Roscoe Pound memberikan teorinya “Law as Tool of Social
“Engineering”, hukum sebagai alat untuk mengubah masvarakat.[5]
Masyarakatpun bertanya, apa hukumnya yang dapat dipakai sebagai
alat untuk mengubah masyarakat itu?, di antaranya adalah Undang-
- Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menetapkan tentang
- hak-hak atas tanah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria itu, maka pola
pikir masyarakat mengenai hak-hak atas tanah yang semula diatur oleh
hukum agraria adat yang bentuknya tidak tertulis diubah dengan pola
pikir tentang hak-hak atas tanah yang menurut undang-undang seperti
yang tercantum dalam Pasal 16 UU Pokok Agraria itu berfungsi sebagai
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' ..Kepentmgan U t1ap manusia yautu Jiwa, raga, tubuh kemerdekaan, -




.’e_-_alat m}tal\ mensubah pola pikir mdsyamlﬂt tradisional dengan pola
' '_pﬁ\u‘ masyazakat modem
. 'E'Ruano Lino*kup Hukum Pidana

- Dilihat dari ruang lmokupnya hukum pldana dapat dikelompokkan
'_sebaocu berikut:{6]

. Hukum pidana ter Luhs dan hukum pldana tidak tertulis,

SO

e

."Hukum pidana sebaoal hukum positif,
3 _.-I-_}ukum pidana sebagal bagian dari hukum publik,
. Hukum plddﬂa objekiif dan hukum pidana subjekiif,
e .-'.Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil,

. Hukum pidana kodifikasi dan hukum pidana tersebar,

Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus,

e

. ho ' Hukum pidana umum (nasional) dan hukum pidana setempat.

Hukum pidana objektif (fus peonale) adalah seluruh garis hukumn
mengenai tingkah laku yang diancam dengan pidana jenis dan macam
~pidana, serta bagaimana itu dapat dijatuhkan dan dilaksakan pada waktu
dan'batas daerah tertentu. Artinya, seluruh warga dari daerah (hukum)
tersebut wayib menaati hukum pidana dalam arti objektif tersebut.

_ 'Hukun_l pidana objektif (ius peonale) ialah semua peraturan yang

mengandung/memuat larangan/ancaman dari peraturan yang diadakan
Aancaman hukuman. Hukem p1da;m objektif ini terbagi menjadi dua,
© yaitu:

'I_) Hukuin pidana material, yaitu peraturan-peraturan yang mengandung
perumusan: perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, siapa yang
dapat dihukum, hukwum apakah yang dapat dijatuhkan.

2)  Hulkwm pidana formal, yaitu disebut juga sebagai hukum acara,
memuat peraturan-peraturan bagaimana cara negara beserta alat-
alat perlengkapannya melakukan hak untuk menghukum (mengancam,
menjatubkan, atau melaksanakan).

Hukum pidana subjektif (ius puniendi) merupakan hak dari penguasa
untuk mengancam suatu pidana kepada suatu tingkah laku sebagaimana
digariskan dalam hukum pidana objektif, mengadakan penyidikkan,
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©° menjatuhkan pidana, dan mewajibkan terpidana untuk melaksanakan
"plda.na yang dijatuhkan. Pemoalan .mengenat apakah dasarnya atau i
© " darimana kekuasaan penguasa tersebut, jawabannya menurut E.Y. Kanter o
C -_-"telletak pada falsafah dari hukum pidana. '

- Hukum pidana umum (alegemen sirafrechr) adalah hukum pidana yang -
= “berlaku untuk tiap.penduduk, kecuali anggota militer, nama lain dari
" ‘hukum pzdana umum adalah hukum pidana biasa atau hukum pidana - -
~sipil (commune strafrechs), Akay tetapi dilihat dari segi pengkodifikasiannya
.. maka KUHP pun disebut sebagai hukum pidana umum, dibanding dengan .
' .':._-_peiundcmo -undangan Idmnya vang tersebar.

Hukum pidana khusus adalah suatu peraturan yang hanya ditunjukkan
kepada tindakkan tertentu (tindak pidana subversi) atau golongan tertentu
(militer) atau tindakkan tertentu, seperti pemberantasan tindak pidana
ekonomi, korupsi, dan lain-lain.

Menurut Samidjo, S.H. hukum pidana khusus dapat disebut:[7]
a) Hukum pidana militer,

b} Hukum pidana fiskal (pajak),

¢} Hukum pidana ekonomi,

d) : Hukum pidana politik.

Jika suatu perbuatan termasuk dalam suatu aturan pidana umum,
diatur pula dalam peraturan pidana khusus, yang khusus itulah yang
dikenakan, Adagium untuk itu adalah, “Lex specialis derogate lex
generalis” jadi, hukum pidana khusus lebih diutamakan daripada hukum
-pidana umum. Hal dapat kita lihat pada KUHP nasional yang ditentukan
“dalam pasal 63 ayat 2 KUHP dan pasal 103 KUHP.

Hukum pidana militer merupakan ketentuan-kententuan pidana yang
tercantum dalam KUHP militer atau disebut KUHPT, yaitu Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Tentara dan dikenal juga KUHDT, Kitab Undang-
Undang Hukum Disiplin Tentara.

Hukum pidana fiskal (pajak) merupakan ketentuan-ketentnan pidana
yang tercatum dalam undang-undang mengenai pajak.

Hukum pidana ekonomi merupakan ketentuan yang mengatur pelanggaran
ekonomi yang dapat mengganggu kepentingan umum.
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o Hukzmz pzdcuza pohnk melupdkan 1<etentuan ketentuan yang mengatur

':1\6_]dhdt'li} l\ejahatan politik, misalnya i?{lﬁ‘l’lﬁlxhldndtl 1ahas1a negara,

111telveusl pembexontdl\‘m S’lb(}idse

. _Sumber Hul-:um Pidana -

Sumba Hﬂkum Plddna dapat dibedakan atas sumber hukum tertuiis

" "ﬁan slu_nb_e_r_ hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita
- belum memiiiki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga
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“'masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari

pemerintah kolonial Hindia Belanda. Adapun’ s1stemat1kd Kitab Undang-

. .Unddno Hukum Pidana antara lain:
1 Buku I Tentano Ketentuan Umum (Pasal 1-163).
2. Bul\u iI Tentanc Ke}a 1atan {(Pasal 104-488).

3. Buku III Tentang Pelanggaran {Pasal 489-569).

Ada beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus
yang dibuat setelah kemerdekaan antara lain:

1. UU No. 8§ Drt Tahun 1955 tentang tindak Pidana Imigrasi.
2. UU No. 9 Tahun 1967 tentang Norkoba.
3. UU No. 16 Tahun Tahun 2003 tentang Anti Terorisme, dll.

- Ketentnan-ketentuan Hukum Pidana, selain termuat dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana maupun UU Khusus, juga terdapat dalam
berbagai Peraturan Perundang-undangan lainnya, seperti UU. No. 5

~Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No, 9

Tahun 1999 tentang Pertindungan Konsumen, UU No. 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta dan sebagainya.

Asas-Asas Hukom Pidana

1) Asas Nullum Delictiin atau Asas Legalitas

Asas legalitas, atan asas nullum delictum nulia poena sine praevia
lege poenali, dan biasa disingkat “asas nullum delicrum™ saja.
Asas ini fercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dan biasa disingkat KUHP. Yang dimaksud dengan
asas ini adalah:
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S .p1dana tersebut”,

“asas Ieoahtas

: 5"Schuld)

- Asas ini adalah mengenai pertanggungjawaban, yaitu seseorang hanya
. dapat dinyatakan bersalah apabila ia dapat mempertang unayawabl\an
. perbuatannya yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana.
-+ Misainya orang yang sakit ingatan (gila), apabila mereka melakukan
perbuatan pidana tidak dapat dikenakan pidana karena ada alasan
-+ “pemaaf” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 dan Pasal 45

] _KUI—IP

3} Asas Bahwa Apabila Ada Pernbahan dalam Perundang-undangan
. sesudah peristiwa itu terjadi, maka dipakailah Ketentuan yang
paling menguntungkan bagi Tersangka

~Asas ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada orang

.. yang diduga melakukan perbuatan pidana yang kemudian terjadi
perubahan undang-undang, maka ia harus dikenakan hukuman yang
. menguntungkan, yang lebih ringan, yang tercantum dalam Pasal 1
.ayat (2) KUHP).

'4) Asas Hukam Pidana Khusus Menyampingkan Hukum Pidana
Umuun

Asas ini biasa disebut lex specialis derogate lex generalis. Dalam
asas i terkandung pengertian adanya hukum pidana khusus dan
hukum pidana umum. Yang dimaksud dengan hukum pidana khusus,
di antaranya adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,
sedangkan hukum pidana umum adalah KUHP, jadi apabila suatu
peristiwa pidana diatur oleh hukum pidana khusus dan juga oleh
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o "‘bahwa suatu pemnwa p1ddna atau perbudtan p;dana EldaI\_ i
b -"--dapat dikenai hukuman, selain atas kekuatan peraturan undang-- .~ -
- undang pxdam yang sudah ada sebe}um peusnwa atay perbuatan

_ : Asas inj memberikan 3am1nan kepada orang uniuk tidak "
L :dzpezlakukan sewenang- -wenang oleh aparat ‘penegak hukum, - -
sebab sesuai denw"m asas negara hukum, maka setiap perbuatan ]
- -atau tindakan aparat penegak hukum harus berdasarkan hukum Bt
S '.yanfr berlaku, karenanya asas nullum delwnmz guca disebut -

2) Asas Tidak Ada Huixuman Tanpa Kesalahan (Geen Stmf Zonder




G hulxam pldaz}a umum, maka yang berlaku atas peristiwa p1cla1m
L ___'.-temebut adalah peraturan dayi pidana khusus, atau dengan perkataan
o lam hukum p]dana Lbusus menyampmokan hukum pidana umum.

'-Asas ini tercantum dalam Pasal 103 KUHP, Pasal 103 ini Juga -

menentukm babwa apabila hukum pidana khusus itu tidak menentukan

e laln maka peustzwa pldcma tezsebut dapat dikenakan sanksi hukum

) 'plddﬂ’i dan sanhm hukum pidana umum.

"1'5) 'Asas Bahwa Hukum Pidana Indonesia berlaku Terhadap Setiap

- Orang Yang Dalam Bilangan Endenesxa Yang Melakukan Suatu

deak Pidana

" Palam asas ini yang dimaksud “dalam bilangan Indonesia” adalah

6)

wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan juga di tempat
tinggal dan tempat bekerja perwakilan Indonesia di luar negeri yang

. tunduk kepada asas ex territorial dart hukum internasional, Asas ini

tercantum dalam Pasal 2 KUHP. Asas hukum pidana Indonesia

- juga berlaku di atas “bahtera Indonesia” yaitu berlaku bagi kapal-
-kapal yang berbendera Indonesia, karena kapal dianggap sebagai

“pulau yang terapung”. Asas ini tercantum dalam Pasal 3 KUHP.

Asas Pembagian Hukuman ke daiam Hukuman Pokok dan

Hukuman Tambahan

‘Asas ini tercantum dalam Pas_zﬂ 10 KUHP, hukuman pokok adalah

hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman-hukuman
lain, sedangkan hukuman tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama-
sama dengan hukuman pokok, jadi hukuman tambahan itu tidak

*berdiri sendiri. Selain hukuman kurungan biasa, KUHP mengenal

juga hukuman kurengan pengganti, yaitu apabila yang dikenakan
hukuman denda tidak dapat membayar denda atau tidak mau membayar
denda, maka hukuman denda itu diganti dengan hukuman kurungan
(Pasal 30 ayat (2) KUHP).

6. Macam-Macam Pidana
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Mengenal hukuman apa yang dapat dijatubkan terhadap seseorang

yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang
hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman
yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:
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1) Hukuman Pokok

L ‘a. -Hukuman mati, tentang huku1nan mati ini terdapat negara- neoaia _' 3_' :
- yang telah menghapuskan bentuknya hukuman ini, seperti Belanda, =~
tetapi di Indonesia sendiri hukuman mati ini kadang masih .

_diberlakukan untuk. beberapa Jhukuman waiaupun masiby _ :
B banyaknyd pro- kontra terhadap huLuman ini.

' :Terp1dana waﬁb tinggal dalam pen;ar'i selama masa hukuman
~_dan wajib n;g}a};ukan pek_erj_a_an vang ad_a di dalam maupun di
Iuar penjara dan terpidana tidak mempunyai Hak Vistol.

- 4.+ Hukuman kurangan, hukuman ini kondisinya tidak seberat
hukuman penjara dan dijatubkan karena kejahatan-kejahatan
- ringan atau pelanggaran. Biasanya terhukum dapat memilih
- antara hukuman kurungan atan hukuman denda. Bedanya
hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada
hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan di luar
tempat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau sedangkan
pada hukuman penjara dapat dipenjarakan di mana saja,
pekerjaan paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara
lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus
dilakukan oleh terpidana kurungan dan terpidana kurungan
~mempunyai Hak Vistol (hak untuk memperbaiki nasib)
sedangkan pada hukuman penjara tidak demikian.

. b. Hukuman denda, dalam hal ini terpidana boleh memilih
sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan
pengganti denda adalah 6 bulan.

¢. Hukuman tutepan, hukeman ini dijatuhkan berdasarkan
alasan-asalan politik terhadap orang-orang yang telah
melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara
oleh KUHP.

2) Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan
harus disertakan pada hukuman pokok, hukuman tambahan tersebut
antara lain:
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: - _Hukuman penjara hukuman pen_}zua sendiri. dlbeddkdn ke dalam -
hukuman penjara seurnur h;dup dan pen;am sementara, Hukuman ar
__"'penjzua sementara mmlmai 1 tahun dan mflks1ma1 20 tahun, =




. .1. Pencabutan hak»ha}( terientu.

2 Penyxzaan b&rang~ba1ang tertentu. ..

Pencumuman keputusan haklm &

Hukum pldana acialah teou menvenai aturan~aturan atau norma-

- norma hukum p1dana Dalam ruang hnckup sistem ajamn llukﬂm pidana,

""-""ydng dmamakan d1S1phn hukum pldana sebenamya mencal.up iimu hukum
" pidana, pelitik hukum p}éana, dan filsafai hukum pidana. [lmu hukom
i '-_"-pldana mencakup beberapa cabang ilmu, 1Imu hukum pidana merupakan
o "nencakup ilmu-lmu sosial dan budaya Tlmu- 1I:rnu hukum pidana tersebut

mencakup ilmu tentang kaidah dan ilmu tentang pengertian yang keduanya

R d1sebut sebaoaz dogmanka hukum pidana serta ilmu tentang kenyataan.

Pﬂhtik hukum pidana mencakup tmdakkan memilih nilai-nilai dan

) _ :_'menerap}\\an nilai-nilai tersebut di dalam kenyataan. Politik hukum pidana
merupakan pemilihan terhadap nijai-nilai untuk mencegah terjadinya
. delikuensi dan Rejahatan

- Filsafat hukum pidana pada hakikatnya merenungkan nilai-nilai hukum

pidana, berusaha merumuskan dan menyerasikan nilai-nilai yang

' .berpasanﬂan tetapl yang mungkm bertentangan,

| _ 'Objek dalam doormat;k hukum p:dana adalah hukum pidana positif,
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_ "'_yang mencakup kfndah-kaxdah dan sistem sanksi. Ilmu tersebut bertujuan

untuk mengadakan analisis dan sistematisasi kaidah-kaidah hukum pidana
untuk kepentingan penerapan yang benar. limu tersebut j juga berusaha

- untuk menemukan -asas-asas hukum pidana yang menjadi dasar dari
“hukum pidana positif, vang kemudian menjadi patokan bagi perumusan

S¢rta penyusunan secara sistematis.

"Sosialogi'huknm pidana memusatkan perhatian pada sebab-sebab
' timbulnya peraturan-peraturan pidana tertentu, serta efektifitasnya di
" dalam masyarakat, Oleh karena itu ruang hnglﬂsp sosiologi hukum pidana

sebagai berikut:[8]

a. Proses mempengaruhi antara kaidah-kaidah hukum pidana dan warga
masyarakat;

b. Efek dari proses kriminalisasi serta deskriminalisasi;
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'::":.._._11dent1le\as1 te;hadap mekamsme produk dari-hukum pidana;

Identxﬁkam teﬂmdap kedudu}\kan serta pelanan para peneoak hukum;

_-:';pola penlakunya

proses ieuadmya hukum pidana, penyimpangan terhadap hukum atau
. pelanggarannya, dan reaksi terhadap pelanggaran- pelanggaran tersebut.
. 'Knmmolom mez}cakup tzga bacnan pokok yaitu:

) ) : Sos;ologz Rk ptdana yang meneliti dan menganahms kondisi-
.+ kondisi tempat hukum pidana berlaku;

2) Etzologz kriminal yang meneliti serta mengadakan analisis terhadap
... sebab-sebab terjadinya kejahatan;,

43 ) Penologi yang ruang lingkupnya mencakup pencendahan terhadap
<"+ kejahatan,

_Knmmologi mer upakan teori tentang gejala hukum. Dari pengertian ini
nampak adanya hubungan antara hukum pidana dengan kriminologi

‘bahwa keduanya sama-sama bertemu dalam kejahatan, yaitu perbuatan/
"__tlnvkah laku yang diancam pidana.

“*Adapun perbedaan hukum pidana dan kriminologi terletak pada objeknya.
Objek hukum pidana menunjuk pada apa yang dipidana menurut norma-
_norma hukum pidana yang berlaku. Sedangkan objek kriminologi tertuju

pada manusia yang melanggar hukum pidana dan kepada lingkungan

‘manusia-manusia tersebut. Dengan demikian, wajarlah bila batasan luas

kedua objek ilmu itu tidak sama. Hal ini melahirkan kejahatan sebagai
objek hukum pidana dan kejahatan sebagai objek kriminologi.

 Hukum pidana memperhatikan kejahatan sebagai peristiwa pidana yang
~ dapat mengancam tata tertib masyarakat, serta kriminologi mempelajari
~ kejahatan sebagai suatu gejala sosial yang melibatkan individu sebagai
manusia.

Dengan demikian, hukum pidana melihat bahwa perbuatan melanggar
ketentuan hukum pidana disebut sebagai kejahatan, sedangkan kriminologi
melihat bahwa perbuatan bertentangan denoan hati nurani manusia disebut
kéjahatan.
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“'..Efek dau pexaturan pelatman p1dana terhadap Le_}ahatan terutama -

_ .-..Knmmologl merapakan fimu pencretahmn yang meneliti delikuensi dan =
i .."I\ejahatan sebagai suatu gejala sosial. Jadi, ruang lingkupnya adalah




| Interakm hikum’ pldana dan knmmoiocl dlsebabkan hal-hal bemkui

Dalam hubungan dengan doomaﬁi\ hukum pidana, kriminologi memberikan
“ kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku
' yang dapat chhukum '

- Politik hukum mengandung dua pengertian, yaitu politik dan hukum.
Mengenai pengertian politik, menurut A, Hoogerwerf, politikologi, seperti
dikutip oleh Bahcsan Mustofa, bahwa ditenmukan sederetan definisi politik,
di antaranya adalah:[9]
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_Tltik tolak sudut pandapg hukum p1dana memiliki dua dimensi yaitu,
o ‘unsur kesalahan dan unsurmelawan hukum. Demikian pula kriminologi
* - memiliki dua dimensi, yaitu faktor motif (mental, psikologi, penyakit, .
~her edlter) dan faktor sosial yang memberikan kesempatan bergerak, Hukum
- 3_-p1dana menekankan pada pertanggungjawaban, sedangkan kriminelogi
. -.menekankan pada accountabillity. apakah perbuatan tersebut selayaknya
_’:jd1pe;h1tun0kan pada pelaku, juga cukup membahayakan- :masyarakﬂt
: ,:__Dalam kriminologi, unsur Lesalahan tidak relevan.

9

Politik Hukum Pidana

Talcott Parsona, “Politik adalah aspek dari semua perbuatan yang

“Perkembangan hukum p1ciana akhzr akhir ini menganut smtem yang
“~memberikan kedudukkan penting bagi-kepribadian penjahat dan

menghubungkan dengan sifat dan berat- rmrrannya {ukuran)
.. pemidanaannya. : :

Sejak dulu telah ada perlakuan khusus'bagi kejahatan-kejahatan
yang dilakukan orang-orang gila dan anak-anak yang menyangkut
perspektif-perspektif dan pengertian-pengertiannya. Kriminologi
terwujud sedemikian rupa dalam hokum pidana sehingga Criminale

' science sekarang menghadapi pmblema -problema dan tugas-tugas

‘8 ‘yang sama sekali baru dan berhubungan erat dengan kriminologi.
Kriminologi tidak tergantung pada perspektif-perspektif dan nilai-
nilai hukum pidana. Hubungan yang erat dengan kriminalitas

- merupakan syarat utama sehingga berlakunya norma-norma hukum
pidana dapat diawasi oleh kriminologi. -

berkenaan dengan usaha kolekiif bagi tujuan-rujuan kolekrif”

Peter Van Oerzen, “Politik adalah tindakan yang dijalankan menurut
suati rencana tertentu, terorganisiv dan terarah, yang secara tekun
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'_.;._;bemsaha menghﬂs:lﬂ.an memperm]zankan atay mengubah Susunan
]cemasyamkata;z '

R "-Prof Dr. Heogerwerf “Politik adalah kebyaksanaan pemerintah serta
perwujudau dan dampaknya”. Sedangkan yang dimaksud dengan
. -kebqaksanaan adalah bahwa. “Kebijaksanaan dapat dilakukan sebagai
" usaha. mencapai tujucm tertentu .dengan sarana tertentu dan dalan
| urutan, waktu terteniu”

-Atas teomHoocerWdrf tersebut Bachsan Mustofa berkomentar, bahwa

. yanc memerinci sarana ke dalam norma-norma hukum yang berfungsi

- mengatur aktifitas-aktifitas, baik yang dilakukan aparat pemerintah, aparat
" badan-badan peradilan maupun yang dilakukan oleh warga negara, jadi
yang dimaksud dengan sarana dari kebijakan pemerintah itu adalah

~'norma-norma hukum . atau dengan istilah kebijakan (policy) dan

. }-kebi__jétksanaan (goodness atau kindness, kebaikan).[10]

Séiaﬁju{nya bagaimana hubungannya antara politik dengan kebijakan
dan hubungan antara politik dengan hukum?

Hubungan antara politik dengan kebijakan, bahwa kebijakan itu bagian
darti politik, berdasarkan tEQI‘i Hoooerwerf mengenai unsur-unsur pokok
' dam pohtik yaifu:

Kebuakan sebagai. unsure dari pohuk
Kekuasaan;
.Konflik;

* Pembagian;

s W ?':~

- Negara.

Jugé d.aiam definisi politiknya, ia mengatakan bahwa politik adalah
kebijakan pemerintah serta perwujudan dari dampaknya.

: Hubungan antara politik dengan hukum, dikemukakan oleh Bachsan
Mustofa, bahwa hakikat hukum itu adalah pernyataan politik dari
pemerintah, yaitu norma-norma hukum itu merupakan salah satu sarana
poitik, jadi hubungan antara politik dengan hukum adalah bahwa hukum
itu merupakan pernyataan politik pemerintah yang dinyatakan dalam
bentuk undang-undang, peraturan-peraturan tertulis yang dibuat
pemerintah.
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i Jika kita menguraikan politik hukum pidana, hal itu akan terkait dengan

~politik hukum. Untuk mengetahui hubungan antara politik hukum dengan

. - politik ‘hukum  pidana, perlu teilebm dahulu diuraikan apakah politik
- hukum itu? : -

'--'."."Polmk hukum terdiri atas 1anfri<a;an kata polml\. dan hukum. Menurut
“Sudartof11]istilah politik dipakai dalam berbagai arti, ya1tu.

: a. Arti pertama dari perkataan politiek dalam bahasa Belanda, yaitu

~sesuatu yang berhubungan dengan Negara;

b Membicmakan keneccn aan dtau ydncr berhubunoan dengan Neoara

- _Makna lam dan pohtﬁ\_ adaiah kebijakan yang meaupakan sinonim dari
- policy. -

Hubundan antara pomk dan hukum, dalam konteks ini, Mahfud[ﬁ”{

menulis bahwa hukum merupakan produk politik. Hokum dipandang

- :sebagai dependent variable (variable terpengaruh) dan politik sebagai
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independent variable (variable berpengaruh). Dengan asumsi yang
demikian, Mahfud merumuskan pohtzk hukum sebagai:

.-Keszakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional

oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik
mempengaruhi hukem dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang
ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum
tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat impera-
tive atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai
subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat difeniukan
oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun
dalam implementasi dan penegakannya.

Menurut Solly Lubis,[13] politik hukum adalah kebijakan politik yang
menentukan peraturan huknm apa yang seharusnya berlaku mengatur
berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menuf_ut Sudarto[14] negara Indonesia dalam melaksanakan politik
hukumnya berlandaskan dasar filsafat negara ialah Pancasila dan UUD

'Ne_gai'a RI Tahun 1945. Hal tersebut hanya merupakan landasan dan
_petunjuk arah dalam garis besarnya untuk menetapkan kebijakan di
‘berbagai bidang yang dicita-citakan dalam bidang politik, ekonomi dan

sebagainya. Untuk menjamin terlaksananya apa yang dicita-citakan itu
perlu ada dukungan dari kerangka hukum. Untuk itn perlu adanya
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pembmaan hukum yang mehpun pemncanaan hukum &aiam pemmdang—- |
o 'undangan. Dencran demﬂ\xan jelas sekali bahwa pembentukan undang- -,
" undang mengad1 sangat penting dalam masyarakat modern karena melalui -

e undan0~undancr penguasa secara aktif 1§\ut campur daiam berbagai segi
o kehadupan masyar; akat

c -Menurut Sudarto menuhs{ﬁ bahwa polatu{ izu}ium mempa.’»an kebijakan
i '-:darz negam melalm badan badan yang berwenang untuk menetapkan
w peraturan peraturan vang dzkekendakz yang dzperkzmkan dapar digunakan
i untuk mengekspreszkan apa yang terkandung dalam masyamkat dan
< untuk -mencapai ‘apa yang dicita-citakan. Untuk memositifkan nilai-
‘nilai ‘yang terkandung dalam masyarakat, tentu saja tidak bisa hanya

' berpijak pada pandangan dowmans yuuchs akan tetap1 juga mencakup

AL pandangan ftmcsxonai

' __:Menurut SchoIten[;(jl sebacalmana dikutxp oleh Auef Amruiqh dalam
B 'bukunya Politik Hukum Pidana, bahan-bahan positif itu ditentukan secara
historis dan kemasyarakatan bahwa Penetapan undang-undang adalah

“sebuah peristiwa historis, yang merupakan akibat dari serangkaian fakia
yang dapat ditentukan secara kemasyarakatan. Oleh karena itu, kemurnian
+'1lmu hukum selalu mengandung sesuatu yang tidak murni dari babannya.
- Jika hal itu tidak dilakukan, maka menurut Scholten, ilmu hukum akan
: _menjadi makhluh tanpa darah.

_POIltlk hukum pzdana (dalam tataran mikro) yang merupakan bagian
‘dari politik hukum (dalam tataran makro), maka dalam pembentukan
undancrwundan(I harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam

h masyarakat yang berhubunoan dengan keadaan itu dengan cara-cara
vang dinsulkan dan denrran tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-
hal tersebut dapat diperhitungkan dan agar dapat dihormati.

Dengan demikian, menurut Sudarto ,[171 dalam bidang hukum pidana
-melaksanakan politik hukum pidana, berarti usaha mewujudkan peraturan
- perundang-undangan pidana yang sesual dengan keadaan dan situasi
- pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Lebih lanjut,

Sudarto menulis: Pembentukan undang-undang merupakan proses sosial
dan proses politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh
luas, karena ia akan memberi bentuk dan mengatur atau mengendalikan
masyarakat. Undang-undang ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai
dan mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian, maka dapat
dikatakan, bahwa undang-undang itu mempunyai dua fungsi, yaitu:

77

Majalah Hukum Nasional, Nomor 1 Tahun 2011




RS :"1) fungs; untuk mengekspresikan nilai-nilai; dan

Y fungsi mstmmentai

i '_:-:; : Bertmk toIaL dari kedua funtm ini, maka sebaiknya politik hukum
" pidana dijalankan tanpa mengingkari fungsi lainnya, misalnya sifat atau

- pengaruh szmbohk dari undang- undang tertentu.

"'Menurut Sahetapy,§ 18] peranan hukum dencan pendekatan fungsional

- tidak sama dengan hukum yang berperan sebagai suatu alat (instrumen)
" belaka. Pendekatan secara fungsional, hukum dalam penerapannya harus
d1arahkan untuk mencapai tujuan ciau mana hukum itu berasal. Jika
"_"'hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila maka setiap produk

- perundang-undangan tidak mungkin terlepas dari sumbernya, yaitu dari
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mana hukum dijiwai, dipersepsikan, dan dalam penjabarannya atan
diwujudkan dalam bentuk manifestasinya haruslah selalu bernafaskan

‘Pancasila, Jika tidak, hukum itu tidak lagi berfungsi dalam arti sebenarnya,
~sehingga lebih tepat disebut sebagai instrumen hukum dalam pengertian
“ini hanya demi kepentingan tertentu yang sama sekali tidak dijiwai oleh
“‘semangat dan idealisme Pancasila.

S_ckarang, yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah implementasi politik

hukum pidana atau kebijakan penal dalam rangka perlindungan korban
kejahatan ekonomi di bidang perbankan. Dalam hubungan ini, Sudarto{19]
yang merujuk pada hasil simposium tentang Kesadaran Hukum Masyarakat
dalam Masa Transisi, yang diselenggarakan di Semarang tanggal 20-23

:Januan 1975, menulis negara-negara yang sesudah Perang Dunia II
' telah memperoleh kemerdekaannya berusaha untuk melakukan langkah-

langkah modernisasi di negaranya masing-masing.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut maka telah terjadi proses
perkembangan masyarakat yang meliputi bidang ekonomi, sosial, politik
dan kebudayaan. Modernisasi itu, menurut Sudarto, dapat diartikan
sebagai proses penyesuaian diri dengan keadaan konstelasi dunia pada
waktu ini. Apabila hukum pidana hendak dilibatkan maka harus dilihat
dalam hubungan keseluruhan politik kriminal. Menurut Sudarto,[20]
politik kriminal itu dapat diberi arti sempit, lebih luas, dan paling luas.

*  dalam arti sempit, politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan
asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran
hukum yang berupa pidana;
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-a’alam arti yano lebzh {uas, ia mer upaLan keselmuh&n fungsi dari
- aparatur- penegak: hukum ielmasuk ch dalzmmya cara Relja dan
.._pengadﬂan dan pohsz : s N

“dalam arti yang palzng luas ia me;upa_l\_an keseluluhan kebijakan
: '_'_yanﬂ dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi,

':_masyal akat

B -'-'_Lebih lan}ut Sudario menuhs bahwa penegakan norma-niorma sentral

: ":":1tu dapat dlarnkan sebagai penanggulangan kejahatan. Melaksanakan .
"pohtﬂ\. kriminal, berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, =

mana yang pahnU efektif dalam usaha penangguiangan tersebut.

o Pada bacqan lain, Sudmto menuhs [21] bahwa men;alankan politik hukum

_ "'_pldana juga mencadakan pemiliban untuk mencapai hasil perundang-

{undanoan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan

' dan dayaguna. Untuk mencapai hasil yang berhasilguna dan berdayaguna,

“maka para pembuat kebijakan dapat memanfaatkan informasi yang telah

disediakan oleh kriminologi. Oleh karena itu, apabila mengabaikan informasi

.. hasil penelitian dari kriminologi akan mengakibatkan terbentuknya undang-
. undang yang tidak fungsionil.

'Pandangan Sudarto di atas, sesuai dengan tulisan Marc Ancell22] bahwa
in .modern science has primary three essencial componens: criminol-
ogy, criminal law, dan penal policy. Criminology, mempelajari kejahatan

~ dalam semua aspek. Selanjutnya,Criminal law menjelaskan dan menerapkan

" peraturan-peraturan positif atas reaksi masyarakat terhadap fenomena
kejahatan. Kemudian, Penal policy baik sebagai ilmu maupun seni

- mempunyai tujuan praktis, utamanya untuk memungkinkan peraturan-

. peraturan positif dirumuskan lebih baik dan petunjuk tidak hanya kepada
legislator yang harus merancang undang-undang pidana, tetapi juga
pengadilan di mana peraturan-peraturan itu diterapkan dan penyelenggaraan

- pemasyarakatan (prison administration) yang memberi pengaruh praktis
terhadap putusan pengadilan.

Dengan demikian, penal policy atan politik (kebijakan) hukum pidana
ita, pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirnmuskan dengan
baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan
legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan
hukum pidana (kebijakan eksekutif).
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L ;Kebijakan le 1slat1f memp&kan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-

-. E tahap berikuinya karena pada saat perundang-undangan pidana hendak

‘dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju dengan dibuatnya

: __undanmuﬂd‘mg tersebut ataw, dengan kata lain, perbuatan-perbuatan
.apa yang dlpandang perlu uniuk dijadikan sebagai sesuatu perbuatan
. .yang dilarang oleh. hukum pidana. Ini. berarti menyangkut proses

:_.knmmahsam Kriminalisasi itu, menurat Sudarto,[23] dapat diartikan
~sebagal proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang
' 'dapat d1p1dana Proses itu diakhiri dengan terbentuknya undang-undang,

: ._.'ch maaa perbuatan 1tu d}.ancam dengan suate sanksi berupa pidana.

” Dalam hubunvan ini, Barda Nawam Arief menulis,[24} bahwa kebijakan
untok membuat peraturan hukum pidana yang baik, tidak dapat dilepaskan

} __dari tujuan penangguiangan kejahatan. Sedancrkan pengeriian mengenai

: pcncmg_g_u_}_angan kejahatan itu, menurat Mardjono Reksodiputro[25]

: . sebagaimana dikutip Arief Amrulah dalam bukunya Politik Hukum Pidana,

adalah usaha uniuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-
. batas toleransi masyarakat.

- Menurut Barda Nawawi Arief,[26] kebijakan penanggulangan kejahatan

dengan hukum pidana, pada hakikatnya, merupakan bagian dari kebijakan
penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu, politik
hukumn pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.

~ Lebih lanjui, Barda Nawawi Arief menulis bahwa kebijakan

'penangguiangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana

merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat serta

-mempakan bagian integral dari politik sosial. Politik sosial tersebut
“menurut Barda Nawawi Arief dapat diartikan sebagai segala usaha yang

B _'rasmnai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup
. perlindungan masyarakat.

- ‘Dengan mengevaluasi berbagai kebijakan yang telah dituangkan dalam

proses kriminalisasi, pemikiran-pemikiran yang hendak mengedepankan

- hukum pidana dapat dipertimbangkan karena mengingat kelihaian pelaku
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-yang terkadang sulit dideteksi oleh aparai penegak hukum bahkan sarana

perdata atau tindakan administrasi belum mampu membendung para

- pelaku kejahatan itu beraksi. Akibatya, perlindungan terhadap korban

dirasakan masih belum memadai.
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: Tamun dennkzan penoaruh umum dari p1dar1a hanya dapat ter _}c!.dl di .
: aatu masyalaLat yang mencetahm tentang adanya san1c51 (pxdana) ita.
' 4 Namun demﬂqan intensitas penoamh tersebut tidak sama untuk semua _
s jtmdak pidana; Terhadap tmdak p1dana yang oleh masyarakat dianggap - -
_'._sg_pel_e artinya kalau orang yang melakukannya tidak dianggap tercela, _
: -'-‘._.misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana yang berat >,
__-mempakan mekanisme kontxoi yang cukup ampuh untuk mencegah =
- perbuatan tersebut Akan tetap1 ancaman pidana yang berat tidak banyak
- 3zfartmya jika tidak dlbaIEI}Ul dengan penjatuhan pidana yang berat tidak
: .:_'_-'-'banya}\ zutmya }11\a t1dak dxbarenm dengan penjatuhan pidana yang
- '_'_-:'-'berat pula - : L

“Hultum deana Lama

'_:'_:'.:-ﬁ'_Hukurn p}dana %dalah w;layah di mana negara membenkan
" perlindungan kepada warva negaranya dari kejahatan yang dilakukan
* oleh warga negara yang lain. Hukum pidana Indonesia tunduk pada
ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

. Ada dua macam pidana vang dianut oleh KUHP, vaitu pelanggaran

. dan kejahatan. Sama seperti KUHPer, KUHP merupakan saduran

... dari Wetboek van Strafrect voor Nederlands Indie, sebagai turunan

.~ dari Wetboek van Strafrect Belanda, pemerintah memberlakukannya

~di Indonesia berdasarkan Staatblad tahun 1915 Nomor 732 yang

berlaku efektif pada 1 Januari 1918. Semua itu mengacu pada asas
konkordasi.

~ Saat ini tidak semua ketentuan dalam KUHP digunakan karena
‘sudah dicabut atau digantikan oleh ketentuan lain, contohnya Pasal
154 dan Pasal 155 tentang penyebaran kebencian (haartzaai-artikelen)
sudah dinyatakan tidak mengikat secara hukum dan bertentangan
dengan UUD Negara RI tahun 1945 melalui putusan Mahkamah

. Konstitusi (MK) Nomor: 6/PUU-V/2007.

+ Tidak kurang terdapat sebelas UU yang mencabut, menambahkan
atau menyempurnakan ketentuan dalam KUHP, seperti UU Nomor

1 Tabun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, UU Nomor 20
Tahun 1946 tentang Hukum Tutupan dan UU Nomeor 1 Tahun 1950
tentang Perubahan KUHP. Selain dalam KUHP, aturan pidana tersebar
Juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain.
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Hil 'Slstem peraturan penmdam—undancan Indonesia yang mengacu pada
i 'Undanw -Undang Nomor 10. Tahun 2004 - tentang Pembentukan ..

_Peiatuxan Pewndancr-undancan .memperbolehkan adanya muatan

pidana dalam undang-undang dan peraturan daerah dengan tetap .o

memperhatxkan ketentuan dalam KUI—IP o
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e Pembahan Hukum deana

il 3_-Upaya pembaharmn hukum piddna termasuk kemaman untuk
U 'membeniuk 'KUHP, telah dimulai sejak tahun 1963 dan sampai

“sekarang telah ‘banyak dibahas, namun hingga saat ini RUU KUHP

“ belum menjadi Undanﬂ—UncIano Hukim Pidana kecuali undang-undang

pidana yang secara khusus dikeluarkan dengan undang-undang baru

seperti UU TIPIKOR, UUTPE, undang-undang tindak pidana bidang
* perbankan, pencucian uang (money laundering) dan lain sebagainya
““yang politik hukumnya tetap bersandar pada pandangan Belanda

. -':'-sebagm sumbe1 mspuas; paia pembuat undang undang (pemerintah
¢+ - -dan DPR) '

: 'Pembdhau hukum pidana baru rencana atau wacana dan telah banyak
~‘dibahas Rancangan Undang-Undang KUHP/RUU KUHP dan sampai
. saatini belurn menjadi Undang-undang Hukum Pidana, kecuali untuk
. pidana yang secara khusus yang dikeluarkan dengan undang-undang
wyang baru seperti Undang-undang Tindak Pidana Komputer,

pornografi, perdagangan anak, narkotika, dan lain sebagaimnya karena

E yang banyak justru yang tidak terkodifikasi, melainkan tersebar di

mana-mana dalam berbagai undang-undang yang di dalamnya ada
mengatur ancaman pidananya. Jadi banyak undang-undang barn

B yang dibuat saat ini di dalamnya ada ancaman pidananya, termasuk

di dalam Perda dan Keppres. Hal itu menjadikan semakin jauh

_ :menu}u satu kodfﬁkasz dari Undang-Undang Pidana.

Amandemen

Tentang amandemen KUHP walau pernah dilakukan tetapi sangat

. jarang, karena bangsa kita malas melakukan pencermatan pengkajian
-serta mengikuti perkembangan zaman khususnya terhadap perilaku

manusia, perkembangan budaya, perubahan tata pergaulan dan
hubungan yang terjadi baik nasional, regional maupun internasional,
sehingga memonitor ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP
untuk diselaraskan dengan perubahan dan perkembangan kehidupan
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:.berbanosa dan be1 neﬂara maupun percranian duma sangat dlabaikan

301@11 kalena itn sangat«sanfrat sedikit terjadi amandemen texhadap '-'
_:KUHP menurut pengamatan saya yang terjadl adalah amandemen S
.'.terhadap tmdak pldana terhadap penerbangan dan terorisme yang .. . -
-jchsebut t€1a1\h11‘ ini Lemudzan su_dah menjadi undanmundanfr tersendiri, - R

:Yang leb1h 11ebat Justru amandemen Undancr-Undana Dasar Negar. a_ >
~‘Rltahun 1945 yang sudah sampai perubahan keempat. Dan tentunya - ;.-

_'__denaan amandemen«amandemen tersebul seharusnya secara ilmu -

e .mfidzmfr—undancr dasar d1maksud
a, - ;?enﬂhapusan

" ‘Secara khusus dari pencamatan saya, penghapusan terhadap aturan -
‘pidana yang ada dalam KUHP tidak terjadi, karena bagi bangsa
- +.; Indonesia sangat malas melakukan hal-hal pencermatan terhadap
. KUHP sebagaimana telah saya uraikan di atas, sehingga lebih suka
. ... membuat undang-undang baru, Perpu, PP, Keppres, Perda maupun
aturan lainnya yang di dalamnya mengatur tentang ancaman pidana.
Saat itu ramai dibicarakan soal KB dengan menganjurkan pembatasan
“laju pertumbuhan anak/penduduk dengan kontrasepsi? pengguguran
-~ kandungan, suntikan, pemasangan alat tertentu dan lain sebagainya
‘yang walau disadari bertentangan dengan KUHP, akan tetapi secara
‘alamiah dianggap dengan dasar yang tidak memakai undang-undang
+ tetapi cukup dengan suatu kebijakan, ketentvan KUHP tersebut
- dengan sendirinya karena perasaan tahu sama tahu antar para penegak
- hukuam, terjadilah kenyataan ketentuan p}.dana dimaksud dengan

- sendirinya tidak berlaku.

9, ...Politik Pemidanaan -

‘Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana, karena
seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Artinya,
. pidana mengandung tata nilai (value) dalam suatu masyarakat mengenai
apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang
- amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Meskipun
tata nilai itu sendiri ada yang bersifat universal dan abadi, tetapi dari
zaman ke zaman ia juga dapat bersifat dinamis.
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ESlf&t kedmamisan tata mlai berlaku pu}a pada sistem pemldanaan dan
- “sistem sanksi dalam ‘hukum pxdzma ‘Bila sistem pemxdanaan ini diartikan
" secara luas, maka pembabasannya menyangkut aturan perundang-undangan

! 'yang berhubungan dengan sanksi (daiam ‘hukum p1dana) dan pemidanaan,
' -.'-'_'-kalena menurut L JC Hulsman The Sentencing system is the statu-

.' tory rules relatma to penal sancnons and punishment.[27] Secara lebih
“singkat Andl Hamzah {281 member;kan arti sistem pidana dan pemidanaan

e “itu sebaﬁm susunan (pidan&) -dan cara (pemldanaan)

| ':"_:"_Beztolak dan dua penoertxan tersebut maka semua aturan perundancr~
“undangan mengenai hukum p1da_na _substan51a1 hukum p1_c_1ana prosedural

dan hukum pelaksanaan pidana dapat dikatakan sebagai satu kesatuan
sistem. Dengan kata lain, hukum pidana materiil dan hukum pidana

. formil harus djjadikan acnan dalam membicarakan masalah perkembangan
.. sistem perrudanaan dan sistem sanksi.

'”Pe_rkembangan sistem pemidanaan yang telah menjadi kecenderungan
“internasional dimulai dari lahirnya ide individualisasi pidana yang

merupakan salah satu karakteristik dari aliran modern dan aliran neo-

'kiasﬂ( daiam hukum pldana

: Ahran modemn yan0 leblh dlkenal seba%u aliran positif konsepsi pemikiran
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y 'aJa_rannya bertujuan untuk secara langsung mengadakan pendekatan dan
- berusaha mempengaruhi terhadap pelaku tindak pidana secara positif

sejauh masih dapat dibina dan diperbaiki menuju kembali ke jalan yang

“-benar.- Dalam aliran yang tumbuh pada abad XIX ini, pidana tidak
-ditentukan secara pasti (indeterminate sentence) karena different crimi-

nal have different needs seperti yang dikatakan salah satu pelopor aliran
ini, Cesare Lombroso (1835-1909), sebagaimana dikutip Muladi dalam
bukunya Lembaga Pidana Bersyarat, dia menegaskan bahwa penerapan
pidana yang sama kepada semua ordang yang melakukan tindak pidana
tertentu merupakan kebodohan karena setiap pelaku tindak pidana
mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda.[29]

Sistem Indeterminate Sentence menurut Colin Howard[30] adalah suatu
sistem yang tidak menentukan batas maksimum pidana, melainkan
diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menetapkan
jenis, berat ringannya, serta bagaimana pidana dilaksanakan terhadap
pelaku tindak pidana.
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: fgdalam menetapkan j{"EDIS sanI«.m dengan berbacraa ‘bentuknya. -

: '_:'.-'Pengaiuh perkembanvan kesadaran hukum masyarakat memunculkan_ :
'."'_j'?j.i:alnan neo-klaszk—yano memtﬂ{beratkan konsepsinya kepada kebebasan
' ‘kehendak manusxa~pada seknat tahun 1810 mulai mempertimbangkan -

o - kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana.

-+ -Aliran neo-klasik memberikan kekuasaan kepada hakim untuk menetapkan -

" 'pidana penjara antara batas minimum dan maksimum yang ditentukan

dalam undang-undang. Dengan demikian sistem the definite sentence

.. ditinggalkan dan beralih kepada the indefinite sentence. Beberapa ciri

-.dari aliran neo-klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana

. adalah modifikasi dari dokirin kebebasan berkehendak dan doktrin
pertanggungjawaban pidana.

. Bermmara dari konsepsi-konsepsi kedua aliran hukum pidana tersebut,
.. lahirlah ide individualisasi pidana. Sebagai konsekuensi dari ide

individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana
~.modern juga berorientasi pada pelaku dan perbuatan (daad-dader
. .straafrecht) sehingga jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi
: Sank_si pidana, tetapi juga sanksi tindakan yang relatif lebih bermuatan
~.pendidikan daripada penderitaan.

Sesuai dengan poltik hukum pidana, maka tojuan pemidanaan harus
diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta
keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan

. memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku,

‘Atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-
unsur yang bersifat:

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung
tinggi harkat dan martabat seseorang.

2

Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan it mampu membuat orang
sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan
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L ..Khususnya dalam hal penetapan _}Ei}IS sank31 ini, semula hanya dlanut Ll
L "_smgle track system, yakni jenis sanksi pzdana saja sebagai representasi .
-melekatnya : pengaruh aliran kiaszk dalam hukum pxdana Aliran ini,
berpaham indeterminisme mengenai Lkebebasan kehandak manusia yang -
menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah
hukum pidana perbuatan (daad«sfraﬁecht} Karenanya, ‘sistem pidana 7
dan. penndandan aliran klasik ini sangat membatasi kebebasan hakzm




. ia mempunyai sikap jiwa yang posnrf dan konstruktif bagi usaha
' - penang ulanoan ke_;ahatan

i '-:'3._'_"'_:Kead11an dalam -arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil

' ":(baﬂ\ ole 1 terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat).

| Perdebatan filsafat dan teori pemidanaan selalu mengalami pasang surut
' dalam perkembangannya. Teori pemidanaan yang bertujnan rehabilitasi

“telah mendapat serangan. Beberapa negara telah kembali ke sistem

pemidanaan denganstrategi deferminate sentence yang digabungkan

-dalam beberapa kasus dan penghapusan parole (pembebasan bersyarat)

~yang didasarkan atas keyakinan bahwa fujuan rehabilitasi tak dapat

: berjaian Mereka berargumentasi bahwa indeterminate sentence telah

 menimbulkan keleluasaan hakim dan parole board dalam pemidanaan.
- _Keleluasaan ini, dikatakan, telah mengakibatkan disparitas pidana yang
_.akan berkurang jika ketentuan-ketentuan pemidanaan yang lebih pasti

__dltetapl\an oleh legislator.

- Asumsinya adalah bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu akan mengurangi
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disparitas pidana, mengurangi atau menghilangkan pembebasan lebih
awal orang-orang tahanan dari penjara, dan pada akhirnya menurunkan
angka kejahatan.

‘Menurut Arief Amrullah dalam bukunya Politik Hukum Pidana dikutip

dari Rudolph J. Gerber and Patrick D. McAnany, sebagaimana yang
terjadi di antara para ahli filsafat, diskusi yang serius di antara ahli
hukum pidana mengenai pemidanaan masih terus berlangsung, Mengenai
konsep pemidanaan, disadari bahwa terdapat gap antara apa yang disebut
pemidanaan dan apa yang digunakan sekarang sebagai metode untuk
memaksakan kepatuhan. Perubahan dalam sentimen publik, kemajuan
dalam ilmu pengetahuan, adanya kesatuan polisi penuh, semuanya telah
mendorong adaptasi metode-metode pemidanaan.[31]

Sebagian ada yang berpandangan bahwa pemidanaan adalah sebuah
persoalan yang murni hukum (purely legal matter). .. Mabbott misalnya,
memandang seorang “penjahat” sebagai seseorang yang telah melanggar
suatu hukum, bukan orang jahat. Menurutnya, seorang yang “tidak
bersalah” adalah seseorang yang belum melanggar suatu hukum meskipun
dia bisa jadi merupakan orang jahat dan telah melanggar hukum-hukum
lain,[32] sebagaimana diungkapkan oleh Arief Amrullah dikutip dari
1.D. Mabbott.
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L inemandang pemidanaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan

o -:f;harus dlpldana

o __';sendm Maka kesepakatan tentang apa pemidanaan itu merupakan hal

S . paksaan publik pada mdwidu entah atas nama kesehmn pendidikan,

- untuk pemidanaan merefleksikan banyak sekali istilah-istilah sama. Perihal

menulib bahwa sebagai. seorang retributivitis, Mabbott

'ebzh Ianjut

: _;'dan hukum, tetapi dari pelanggaran hukum. Artinya, jahat atau tidak - o
- jahat, bila’ seseorang telah bersalah me}an gar hukum, maka mancr i

e Beberapa d1 anta;a para. ahli hukum p1daﬁa menyadan betul persoalan =
.pexmdanaan bukanlah sekadar masalah tentang - proses sederhana memidana -~
; '-_Seseorang dengan men_}ebloskdnnya ke penjara. Refleksi yang paling - - .
;'."_:_-Lecﬂ saja, dengan mudah memm}uk}ﬂn bahwa memidana sesungguhnya

o mencakup pula pencabutan (peniadaan), termasuk proses pengadilan itu -

yang pennno sebelum menempatkan penntah (putusan) ke berbagai aplikasi

' "_fataupun Lese}ahteraan umum.[33]

'“:':Per}u kiranya chsadau bahwa penyusunan kata kata yang digunakan

-+ 1abel tentang pemidanaan, sering terjadi penggunaan istilah yang berbeda
untuk maksud yang sama, seperti: punishment, treatment, sanction dan
:lain-lain. Lihat saja misalnya, Rancangan Hukum Pidana Italia yang
“dipersiapkan oleh Ferri pada tahun 1921 mengelompokkan punishinent
~.dan tindakan-tindakan preventif menjadi satu di bawah kata sancrion,
‘Russian Penal Code tahun 1926 menghindari kata punisimment dan malah
--membicarakan tindakan-tindakan untuk social defence dan Kitab Hukum
-~ Pidana Greenland tahun 1954 yang menggunakan ekspresi netral mea-
sure untuk keseluruhan sistem sanksi.[34]

Usaha Profesor Jerome Hall-sebagaimana dikutip Gerber dan McAnany-
dalam memberi batasan konseptual tentang pemidanaan dianggap sebagai
kemajuan besar yang telah dicapai mengenai pemidanaan berikut ini:
. Pertama, pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam
“hidup. Kedua, ia memaksa dengan kekerasan. Ketiga, ia diberikan atas
nama negara; ia “diotorisasikan”. Keempai, pemidanaan mensyaratkan
adanya peraturan-peraturan, pelanggarannya, dan penentuannya, yang
diekspresikan dalam putusan. Kelima, ia diberikan kepada pelanggar
" yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan
nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan
~itu signifikan dalam etika. Keenam, tingkat atau jenis pemidanaan
~ berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan
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i _:-f'denvan melihat personahtas (kepmbadlan) si palanggar motif dan

S 'fdorongannya [351 -

' "-':"Sedannkan Ted Hondench berpendapat bahwa pemidanaan harus memuat

"3 (tlga) RSB beﬂkut [36] -

R vatzon) aiau kesenosaraan (dzsrmss) yanﬁr blasanya secara wajar dirumuskan

_"""_sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan Unsur pertama ini pada
 “dasarnya mempakan kerug;an atau Kejahatan yang diderita oleh subjek

- 'yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subjek lain.

Secara aktual, tmdakan sub}ek lain itu d1ang ap salah ‘bukan saja karena

: menaaklbatkan pendentaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan

-hukum yang berlaku secara sah. Kedua, ‘setiap pemidanaan harus datang

dari institusi yang bew«enanfr secara hukum pula. Jadi, pemidanaan
tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai
Hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatn lembaga yang berkuasa.

~Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari
“korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
Ketiga, penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan

‘hanya kepada subjek yang telah terbukdi secara sengaja melanggar hukum

* ataw peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur ketiga ini

‘memang mengundang pertanyaan tentang”hukuman kolektif”, misalnya
‘embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak
~bersalah. Meskipun demikian, secara umum pemidanaan dapat dirumuskan
- terbuka sebagai denda (penalty) yang diberikan oleh instansi yang

berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan.

?enﬁmp
- Kesimpulan

' .K1tab ‘Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia masih
- merupakan saduran dari Werboek van Strafrect voor Nederlands Indie

sebagai turunan dari Wetboek van Strafrect Belanda, yang menganut
dua macam pidana yaitu pelanggaran dan kejahatan.

. Perkembangan politik hukum di Indonesia berpengaruh bagi perkembangan
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polittk hukum pidana dan politik pemidanaan, karena bersamaan dengan

. itw pula hukum pidana memainkan peranan yang sangat penting bagi

upaya memperkuat tujuan penegakan hukum pada negara vang berdasarkan
hukum.
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